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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA LAKSANA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan

efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi guna

mewujudkan good governance dan pelayanan

prima kepada masyarakat;

b. bahwa dalam rangka mengukur kinerja

organisasi berkaitan dengan ketepatan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang- undangan

yang berlaku;

c. bahwa hasil rapat pleno yang telah ditetapkan

dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Buru Selatan Nomor : 01/HK.03.1-

BA/8109/I/2026 tentang Standar Operasional

Prosedur (SOP) di lingkungan KPU Kabupaten

Buru Selatan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf

b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman

Teknis Tata Laksana Standar Operasional

Prosedur (SOP) di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

112, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5038);
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2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang- Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23 Tamabahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6109) sebagaimana telah diubah, terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Perubahan atas Undang–Undang Nomor

7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35

Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan

Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
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5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12

Tahun 2023 tentang Perubahan kelima

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8

Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320),

sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023

tentang Perubahan Kelima atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,

Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,

Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN
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Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BURU SELATAN TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA LAKSANA STANDAR

OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BURU SELATAN;

KESATU : 1. Menetapkan Pedoman Teknis Tata Laksana

Standar Operasional Prosedur (SOP) di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Buru Selatan sebagaimana

terlampir dalam Keputusan ini yang terdiri

atas:

2. Lampiran I. Pedoman Teknis Tata

Laksana Standar Operasional

Prosedur di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Buru Selatan;

3. Lampiran II. Standar Operasional pada

Bagian Keuangan, Umum

dan Logistik;

4. Lampiran III. Standar Operasional pada

Bagian Teknis Penyelenggar

aan Pemilu dan Hukum;

5. Lampiran IV. Standar Operasional pada

Bagian Perencanaan, Data

dan Informasi; dan

6. Lampiran V. Standar Operasional pada

Bagian Partisipasi Hubunga

Masyarakat dan Sumber

Daya Manusia.

KEDUA : Pedoman Teknis Tata Laksana Standar

Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan

bertujuan sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Buru Selatan dalam

melaksanakan tugas dan fungsi sebagai

Penyelenggara Pemilihan Umum dan/atau

Pemilihan serta tugas-tugas rutin lainnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.
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Ditetapkan di Namro le
Pada Tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU SELATAN

ttd

HUSNI HEHANUSSA

Salinan Sesuai aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Buru Selatan
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu
Dan Hukum

Soegen Wally


